




PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SANDANA 








Artikel ini akan mendeskripsikan perilaku politik masyarakat pada Pemilihan Kepala 
Desa di Desa Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah. Dengan 
menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014) perilaku politik masyarakat Desa Sandana 
akan dikaji dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Nurjaman (2018) tentang 
pendekatan utama untuk melihat perilaku politik, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan 
psikologis, dan pendekatan rasionalitas. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dari pendekatan 
sosiologis, masih banyak masyarakat yang menggunakannya sebagai dasar untuk menentukan 
pilihannya. Faktor kekeluargaan masih mempengaruhi perilaku seorang pemilih terhadap 
seorang kandidat. Sedangkan dari pendekatan psikologis, masih banyak pemilih menunjukan 
perilakunya dengan mengidentifikasi  dan lebih melihat figur atau kandidat dari calon kepala 
desa. Dan dari pendekatan pilihan rasional, masih banyak juga perilaku pemilih yang 
menunjukan model pilihan rasional. Mereka melihat program yang ditawarkan kandidat 
tersebut. Selain melihat program yang ditawarkan juga melihat prestasi, keberhasilan, serta 
kapasitas kepemimpinan yang dimiliki seorang kandidat.  
 




This article will describe the political behavior of the community in the Village Head 
Election in Sandana Village, Galang District, Tolitoli Regency, Central Sulawesi. By using a 
qualitative method (Sugiyono, 2014) the political behavior of the people of Sandana Village will be 
studied using the concept proposed by Nurjaman (2018) about the main approaches to seeing 
political behavior, namely the sociological approach, psychological approach, and rationality 
approach. From the results of the study it was found that from the sociological approach, there are 
still many people who use it as a basis for making their choices. Family factors still influence the 
behavior of a voter towards a candidate. Meanwhile, from the psychological approach, there are 
still many voters who show their behavior by identifying and looking at the figure or candidate of 
the village head candidate. And from the rational choice approach, there are still many voter 
behaviors that show a rational choice model. They look at the program the candidate is offering. In 
addition to looking at the programs offered, they also look at the achievements, successes, and 
leadership capacities of a candidate. 
 




Peran pemerintah rangka untuk melaksanakan amanat, komitmen dan keseriusan 
pemerintahan untuk menghadirkan kesejahteraanndan keadilan bagi seluruh lapisan 
masyarakat yang ada didalam pembukaan Undang-Undang Alinea keempat yaitu untuk 
memajukannkesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakannketertibann dunia, dan khususnya telah diaturrdalam Undang-Undang nomor 23 





landasan dan acuan dalam menghadirkan pelayanan dan optimalisasi juga tercapainya tujuan 
Negara dan dalam proses pemerintahan dan guna meningkatkan kembali fungsi-fungsi dari 
masing-masing institut atau lembaga-lembaga yang ada, kembali guna untuk kesejahteraan 
masyarakat luas. 
Berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan 
daerah berhak untuk mengatur dan menguruss sendiri urusan pemerintahnya menurut asas 
otonomi dan tugasspembantuan juga pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraannmasyarakat daerah melalui memberikan otonomi 
kepada daerahhsehingga mampu meningkatkanndaya saing yang ada akan timbul juga harus 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta potensi 
keanekaragaman daerah itu sendiri. 
Daerah otonom yang selanjutnya disebut adalahhkesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahanndan kepentingan masyarakat setempat menurut praksarsa sendirii berdasarkan 
aspirasi masyarakat. Dan hubungan antara susunan pemerintahan,terdiri atas urusan wajibbdan 
urusan pilihan, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota 
mengurus urusan pemerintahannya sendiri dimulai oleh desa sebagai struktur pemerintahan 
yang berada paling bawah ditingkat kabupaten/kota. 
Desa atau desa adat adalah kesatuan masyarakatt hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatt 
setempat berdasarkan prakasar masyarakat, hak asal usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistemm pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan 
desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatt setempat 
dalam sistem pemerintahann Negara Kesatuan Republikk Indonesia. 
Pemilihan kepala desa merupakan hasil dari hak yang diberikan negara juga kewajiban 
sebagai warga Negara dalam menyuarakan suaranya dan juga untuk dipilih sebagai 
implementasi atas asas demokrasi. Melaksanakan jalannya pemerintahan di desa diperlukan 
adanya kepala dalam  penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Kepala Desa hasil dari pemilihan 
yang langsung, jujur, adil, dan demokratis oleh warga desa yang sesuai aturan perundang-
undang yang berlaku. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang 
Desa yang mengatur lebih mengenai beberapa ayat dan hal dimana desa yang saat ini seperti 
yang masuk dalam nawa cita pemerintahan saat ini dimana penguatan mulai dari pinggiran dan 
desa yang biasa kita simpulkan bahwa desa yang ada menjadi salah satu hal yang pusat 
perhatian dan menjadi prioritas karena pemerintah pusat telah mengeluarkan dana yang tidak 
sedikit dalam tercapainya penguatan daerah pinggiran dan desa, tentu saja hal ini sangat 
berpengaruh dalam tercapainya aspek-aspek yang lain seperti pemberdayaan, pembangunan 
dan aspek strategis lainnya yang terkait dengan ketercapainnya hal tersebut. Hal ini menjadi 
dorangan kepada semua pihak untuk mendorong tercapainya salah satu agenda prioritas dari 
pemerintahan tersebut. 
 Wujud nyata dalam rangka terwujudnya prinsip demokrasi, maka pemilihan kepala desa 
sesuai dengan peraturan perundang-undang dipilih langsung oleh penduduk desa yang telah 
memenuhi persyaratan yang berlaku. Kepala desa yang terpilih dengannmasa jabatan enam 
tahunndan dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dan pemilihan kepala 
desa dalam kesatuan masyarakatt hukum beserta hakk ulayatnya sepanjanggmasih hidup dan 
diakuii keberadaannya berlaku ketentuan hukum adatt setempat, yang diterapkan dalam 
peraturann daerah dengan berpedoman padaa peraturannyang ada. Dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala pasal 44 Desa bahwa calon 
kepala desa yang memperoleh suara terbanyak hasil rekapitulasi suara dalam pemilihan kepala 
desa, ditetapkan sebagai kepala desa dan dilantik oleh bupati/walikota paling lambat 30 hari 






Terkait dengan desa juga tidak lepas dari pemberian otonomi terhadap desa dalam 
mengurus pemerintahannya sendiri seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 
tahun 2014 dalam dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
desa,dari hal tersebut dapat kembali kita lihat bahwa keseriusan pemerintah dalam tercapainya 
agenda dan program pemerintah dalam Nawa Cita. Pemberian otonomi tadi juga terkait dengan 
pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh desa yang juga telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor  65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 122 Tahun 2014 Tentang pemilihan kepala desa. Dalam peraturan diatas menjadi 
landasan desa dalam penegasan bahwa desa yang mampu mengurus dan mengelola 
pemerintahannya sendiri, pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh BPD desa itu sendiri 
dalam pembentukan panitia hingga evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu yang menjadi 
tantangan klasik dalam mengurus pemerintahan yang sendiri yaitu pesta demokrasi dalam 
pemilihan kepala desa dimana suksesnya tidaknya pemilihan kepala desa tersebut. Pelaksanaan 
pemilihan kepala desa pun memiliki permasalahan dan tantangan tersendiri seperti perilaku 
politik peserta  pemilihan kepala desa, sarana prasarana dalam pemilihan kepala desa, 
pelaksanaan pencoblosan surat suara tempat pemungutan suara, dan juga masalah dilapangan 
lainnya. 
Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 20 Tahun 2017 tentang pedoman 
Pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa yang menjelaskan teknis 
dalam pelaksaan pemilihan kepala desa yang menyesuaikan dengan kondisi dan persoalan yang 
ada di Kabupaten Tolitoli. Dan menjadi landasan yang jelas bagi pemerintah khususnya 
pedoman bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemilihan yang telah diamanatkan 
peraturan perundang undangan, sehingga semua rankaian kegiatan dalam tahapan pemilihan 
kepala desa dan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sosialisasi politik dan 
komunikasi politik sangat penting bagi masyarakat guna membentuk karakter dan perilaku 
masyarakat dalam berpolitik, akibat kurangnya pemahaman tentang politik sehingga yang 
terjadi belakangan ini dalam pemilihan pemimpin di suatu wilayah, khususnya di Provinsi 
Sulawesi Tengah Kabupaten Tolitoli masih banyak yang mengutamakan kepentingan pribadi, 
serta masih banyaknya masyarakat yang dikendalikan oleh aktor politik yang memiliki kekuatan 
atau kekuasaan.  
Masalah yang terjadi ini adalah ketika cara berpartisipasi masyarakat yang sudah tidak 
murni lagi berasal dari dalam hati, melainkannhanya untuk kepentingan politik dan keinginan 
untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini juga diperburuk oleh rendahnya pemahaman tentang 
politikksehat bagi masyarakat, dannmasih di pengaruhi oleh materii dan hubungan kedekatan. 
Pola hidup dan cara berpikir masyarakat di desa sangat jauh dengan masyarakat kota, sehingga 
lebih mudah dipengaruhi dan digerakan, ditambah lagi pemahaman masyarakat tentang arti 
perilaku politik. Dalam pemilihan kepala desa, masyarakat desa harus menunjukan perilaku 
politik untuk ikut membantu pelaksanan pemilihan kepala desa karena apabila dalam pemlihan 
kepala desa masyarakat desa tidak ikut serta dan tidak mendukung maka pelaksanaan 
pemilihan kepala desa tidak akan dapat terlaksanakan dengan baik. Jika masyarakat  desa 
banyak  yang tidak mengikuti atau tidak peduli dengan pemilihan kepala desa akan 
mengakibatkan tingkat golput banyak bertambah. Bukan hanya itu peran serta seluruh 
masyarakat dan panitia pemilihan kepala desa dalam mensukseskan pemilihan kepala desa ini 
menjadi sangat penting bila ditinjau dari aspek ketertiban, penggunaan hak suara. Maka dari itu 
masyarakat harus paham betul mengenai apa yang dimaksud dengan perilaku politik sehingga 




A. Konsep Perilaku Politik 
Perilaku atau pola perilaku adalah suatu antar hubungan yang nyata antara rangsangan 





sama bila dirangsangan tertentu terjadi (Mannhem, 1986:8). Suatu perilaku dapat bersifat 
naluriah dalam arti dibawa sejak lahir atau sudah menjadi sifat kebiasaan dalam arti diperoleh 
kemudian sebagai hasil dari pergaulan hidup masyarakat. Perilaku yang ada di masyarakat saat 
ini terlebih masyarakat desa menanggapi stimuli dan response sangat berbeda dengan apa yang 
ada di perkotaan karena keberagaman yang ada di pedesaan dimana keberagaman tersebut 
meliputi suku, ras, dan berbagai macam latar belakang, juga adanya kedekatan rasa 
kekeluargaan yang kuat dan mendalam yang dirasakan oleh masyarakat di pedesaan. 
Pada era keterbukaan saat ini dan pasca reformasi, Indonesia sudah masuk dalam era 
tingkat partisipasi dan kebebasan yang diberikan kepada masyarakat sudah sangat tinggi 
sehingga perilaku dari setiap individu menjadi sangat berpengaruh dalam tingkat partisipasi 
dan kebebasan itu sendiri. Perilaku adalah suatu cara atau hasil dari aktivitas seseorang individu 
dimana dapat menggambarkan suatu yang tidak dapat terlihat secara langsung atau kasat mata 
yaitu ide atau pemikiran orang ataupun suatu kelompok masyarakat tertentu. 
Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan 
keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi, dan sebagainya. 
Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu objek tertentu, baik itu mengenai keterangan, 
informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang objek atau situasi dengan cara tertentu 
(Fadillah Putra, 2003 : 200).Perilaku politik pada umumnya dapat ditentukan oleh individu itu 
sendiri dalam faktor internal seperti tingkat kecerdasan, kehendak hati dan idealisme individu 
itu sendiri, dan faktor eksternal seperti kondisi lingkungan, sosial, politik, kehidupan beragama, 
ekonomi, dan hal disekelilingnya. Perilaku pemilih merupakan kegiatan yang berkenaan dengan 
proses pembuatan dan keputusan politik (Surbakti, 1992: 131). Faktor internal tadi seperti 
tingkat kecerdasan yang dimiliki masyarakat, kehendak hati, dan idealisme individu itu sendiri 
merupakan wujud dari perilaku politik yang rasional dan terbilang murni tanpa adanya campur 
tangan atau pengaruhi dari pendekatan sosiologis maupun psikologis dari orang maupun 
kelompok yang terkait dengan politik sehingga hal atau perilaku seperti ini yang harus 
ditumbuh kembangkan guna kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku politik 
seseorang dalam meningkatkan kesejahteraan diri mereka. 
Perilaku politik juga termasuk kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasan, 
mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan, atau dengan rumusan lain 
perilaku politik adalah semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun masyarakat yang 
berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama, serta kekuasaan. 
Dalam Budiarjo (2015: 144) ada tiga unit analisis yang dapat dipilih untuk kajian perilaku politik 
yaitu, antara lain: 
1. Individu aktor politik. 
2. Agregasi politik. 
3. Tipologi kepribadian politik. 
Tipologi kepribadian politik dapat dikelompokan dalam kategori individu aktor politik 
adalah pemimpin, aktivis politik, dan warga negara biasa. Sedangkan agregasi maksudnya 
adalah individu aktor politik secara koletif, contohnya seperti partai politik, birokrasi, kelompok 
kepentingan, lembaga-lembaga pemerintah dan bangsa. Dan yang dikaji dalam tipologi 
kepribadian politik adalah tipe kepribadian dari pemimpin yang otoriter, machiavelian, dan 
demokrat. Hal ini akan dapat mengambarkan hasil dari apa yang akan dilihat dari pelaksanaan 
suatu kegiatan politik seperti pemilihan mulai dari tingkat terendah yaitu desa hingga tingkat 
tertinggi pemilihan presiden dan dari ketiga unit analisis diatas dapat kita lihat juga sangat 
berpengaruhnya terhadap perilaku politik dari calon bakal penerus kepemimpinan yang ada 
yang akan menjadi penentu dari ketercapaian suatu pemerintahan. 
Mengkombinasikan ketiga pendekatan diatas akan dapat menghasilkan model tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik dalam (Surbakti, 
1992:133) sebagai berikut: 
1. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem 





2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk 
kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. 
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap sikap individu 
4. Lingkungan sosial politik tak langsung berupa situasi yaitu keadaan  yang 
mempengaruhi aktor secara langsung, ketika hendak melakukan suatu kegiatan, 
seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana 
kelompok, ancaman dalam segala bentuknya. 
Keempat faktor-faktor diatas kembali memperjelaskan bahwasanya setiap perilaku 
politik yang ada sangat dipengaruhi dari lingkungan tempat tinggal mereka dan juga lingkungan 
tempat mereka bersosialisasi dan mendapatkan akses informasi mengenai dunia perpolitikan 
dan isu-isu yang ada terkait dengan kegiatan politik(seperti pemilihan kepala desa), lingkungan 
tadi lah yang menjadi faktor-faktor penting dalam penentuan masyarakat dalam pengambilan 
sikap dalam perilaku politik yang akan mereka anut. 
Perilaku politik juga meliputi tanggapan dari internal seperti suatu persepsi, sikap, 
orientasi, dan juga keyakinan serta tindakan nyata seperti dalam pemberian suara dalam 
pemilihan, protes, lobi dan sebagainya. Dan juga sikap politik adalah suatu hubungan atau 
pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi 
suatu objek atau situasi politik dengan cara tertentu. Perilaku politik dapat dipengaruhi oleh 
faktor proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan hasil dari kesinambungan yang 
dinamis. Peristiwa politik yang terjadi secara umum ataupun yang menimpa individu atau 
kelompok masyarakat, baik yang menyangkut system politik atau keadan politik saat itu. Latar 
belakang pekerjaan dan suku dan ras dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat. 
Menurut Nurjaman (2018: 23 - 27) Perilaku politik dapat diuraikan ke dalam tiga 
pendekatan utama yaitu : 
1. Pendekatan sosiologis 
Pada pendekatan ini dasarnya bahwa suatu karakteristik sosial dan pengelompokan-
pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku 
pemilih. Contonnya pengelompokan sosial ini berdasarkan usia (muda atau tua), jenis kelamin 
(perempuan atau laki-laki), agama dan contoh lainnya, yang mempunyai peranan yang dapat 
menentukan pembentukan perilaku politik pemilih. Dan untuk itu, pemahaman terhadap 
pengelompokan sosial baik itu secara formal seperti seseorang yang termasuk dalam 
keanggotaan didalam organisasi publik (seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, 
kelompok-kelompok okupasi dan yang lainnya, adapun kelompok informal yang ada seperti 
kelompok-kelompok kecil (keluarga, pertemanan, kelompok belajar dan lainnya). Hal tersebut 
merupakan sesuatu yang penting guna memahami perilaku politik dimasyarakat, mengapa hal 
tersebut sangat penting dikarena kelompok-kelompok tadi formal maupun informal, 
mempunyai peranan dan bagian yang besar dalam bentuk persepsi, sikap, dan orientasi 
seseorang. Jadi dapat dilihat dan simpulkan bahwa keanggotaan seseorang dalam organisasi 
formal maupun informal tertentu dapat memepengaruhi seseorang dalam dia menentukan 
pilihannya pada saat pemilihan contohnya pemilihan kepala desa. Hal diatas terjadi dikarenakan 
seringnya keterlibatan individu tersebut dalam kelompok yang didalamnya mereka berinteraksi 
satu sama lain yang menghasilkan timbulnya pemikiran-pemikiran yang sama untuk 
mendukung salah satu dari calon. 
 
2. Pendekatan psikologis 
Psikologis merupakan ilmu sifat, dimana fungsi-fungsi dan fenomena pikiran manusia 
dipelajari. Juga setiap tingkah laku dan perilaku juga aktifitas masyarakat dipengaruhi oleh akal 
individu itu sendiri. Pendekatan psikologis ini muncul karena reaksi dari ketidakpuasan mereka 
terhadap pendekatan sosiologis. Secara metodologis, pendekatan ini dianggap sulit untuk 
diukur, seperti pada pendekatan sosiologis yang secara tepat mengukur jumlah dari indikator 
kelas sosial, agama, tingkat pendidikan. Dalam pendekatan psikologis ini menggunakan dan 





perilaku pemilih tersebut. Pada pendekatan psikologis ini para pemilih dapat menentukan 
pilihannya dikarenakan pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang didalam dirinya bahwa 
sebagai produk dari proses sosialisasi, artinya sikap perilaku seseorang adalah refleksi dari 
kepribadian dan merupakan variable yang dapat menentukan dalam mempengaruhi perilaku 
politiknya. Dan psikologis seseorang yang ada saat ini sangat mudah untuk dipengaruhi  dan 
juga terjadi fenomena yang unik dimana para pelaku dunia hiburan yang ikut dalam dunia 
politik sehingga psikologis masyarakat menjadi lebih beragam dan ada perubahan kearah yang 
baru, yang menjadikan perilaku politik dari pendekatan psikologis semakin luas. 
 
3. Pendekatan rasionalitas 
Dua pendekatan terdahulu secara implisit ataupun eksplisit menempatkan pemilih pada 
suatu waktu dan ruang yang kosong. Dimana pendekatan tersebut berpendapat bahwa perilaku 
dari pemilih bukan keputusan yang mereka buat pada saat menjelang pemilihan tetapi sudah 
dipikirkan sebelumnya. Ada faktor dan karakteristik sosiologis yang menjadi penentu dalam 
perilaku politiknya. Juga faktor situasional yang dapat mempengaruhi. 
Dalam penelitian ini penulis mengupas permasalahan dengan menggunakan teori 
perilaku politik dari NurJaman(2008). Penulis akan mengkaji bagaimana perilaku politik dari 
pendekatan sosiologis, psikoligis, dan rasionalistas dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di 
desa Sandana. 
B. Teori Partisipasi Politik 
Dalam Huntington dan Nelson (1994:6) partisipasi politik adalah sebagai kegiatan warga 
Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi 
pembuatan keputusan oleh pemerintahan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain diluar si 
pelaku dan partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir, spontan, mantap atau 
sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. 
Partisipasi politik juga merupakan keikutsertaan dalam berbagai proses politik, keikutsertaan 
tersebut tidak dimaknai sebagai upaya untuk mendukung setiap kebijakan maupun keputusan 
pemerintah, dan keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses tahapan mulai dari pembuatan 
kebijakan,pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan. 
Partisipasi politik dinegara berkembang, membedakan antara partisipasi masih bersifat 
otonom(autonomus participation) atau lahir dari diri mereka sendiri, masih terbatas dan 
partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak (mobilized participation). Kaitannya 
dengan perilaku politik yang menggambarkan tingkat partisipasi  yang masih terbilang terbatas 
dan harus dikerahkan, dapat kita simpulkan bahwa perilaku politik yang ada di Indonesia masih 
sangat terbatas dan mudah berubah juga kalau tidak digerakan tidak ada bergerak, yang dapat 
menyebabkan kebuntuan dan menimbulkan “anomi” atau justru “revolusi”, masih belum 
mendukung proses demokrasi yang ada karena perilaku politik yang ada belum bisa 
mengambarkan partisipasi politik yang ideal. 
Dari keterbatasan dan ketidakstabilan perilaku politik yang ada di Indonesia juga akan 
menciptakan suatu fenomena yang baru dan sangat berdampak akan kestabilan dunia 
perpolitikan itu sendiri ditambah lagi dengan mudahnya masyarakat untuk mengakses dan 
menyebarkan informasi yang ada, yaitu yang akrab ditelinga masyarakat saat ini, hoaks yang 
menjadi keterbatasan dan ketidakstabilan tadi menjadi lebih tidak terkendali jika tidak 
diarahkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Contohnya terjadinya kekacauan yang 
disebabkan ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan dan masyarakat itu sendiri 
yang belum dapat menentukan perilaku politik dari diri mereka, yang menjadikan masyarakat 
yang belum memiliki perilaku politik yang stabil tadi mudah untuk dipengaruhi dan diarahkan 
kearah yang ditidak sesuai dengan apa yang ada dan diatur di Indonesia saat ini. 
Menurut Huntington dan Nelson(1994 : 16-18)partisipasi politik dapat terwujud dalam 
berbagai bentuk, dan riset belakangan ini  membedakan jenis perilaku-perilaku, sebagai berikut: 
1. Kegiatan pemilihan yang mecakup suara akan tetapi juga sumbangan-sumbangan 





calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. 
Ikut dalam pemungutan suara adalah jauh lebih meluas dibandingkan dengan 
paritipasi politik lainnya, Dan oleh sebab itu perilaku politik dalam kegiatan 
kampanye lainnya. Namun demikian, ada suatu kumpulan kegiatan-kegiatan yang 
berkaitan satu sama lain yang difokuskan disekitar pemilihan dan pemungutan suara 
dan dengan jelas dapat dibedakan dari bentuk-bentuk utama lainnya dari tindakan 
politik. 
2. Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi 
pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud 
mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang 
menyangkut sejumlah besar orang. Contohnya yang adalah kegiatan yang ditujukan 
untuk menimbulkan dukungan bagi kelompok penguasa dan oposisi terhadap suatu 
usulan legislatif atau keputusan adminitratif tertentu. 
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi dan perilaku sebagai anggota atau 
pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya pemerintah. Dan organisasi yang 
demikian dapt memusatkan usaha-usahanya kepada kepentingan-kepentingan yang 
sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan 
umum yang beraneka ragam. Menjadi anggota organisasi yang demikian itu, pada 
dirinya sendiri, dan sudah merupakan satu bentuk partisipasi politik tak peduli 
apakah orang yang bersangkutan ikut atau tidak dalm upaya-upaya organisasi itu 
untuk mempengaruhi pemerintahan. Keanggotaannya yang tidak aktif dapat 
dianggap sebagai perilaku dan partisipasi politik melalui orang lain. 
4. Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan yang dilakukan perorangan yang 
ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dimaksudjkan untuk 
memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. 
5. Tindakan Kekerasan (Violence) juga dapat merupakan salah satu bentuk partisipasi 
politik, dan hanya untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikan 
sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi 
pengambilan keputusan pemerintahan dengan jalan menimbukan kerugian fisik 
terhadap terhadap orang lain. 
Partisipasi Politik lebih memusatkan perhatian kepada tingkat-tingkat partisipasi, dan 
lebih khusus lagi kepada tingkat partisipasi dalam pemungutan suara. Di dalam masyarakat-
masyarakat yang sudah mempunyai sejarah pemilihan-pemilihan yang kompetitif, dengan 
angka-angka sampel, adalah mudah dan menarik untuk membandingkan jumlah-jumlah suara 
yang diberikan oleh berbagai golongan dan berbagai masyarakat, namun demikian, partisipasi 
dalam pemungutan suara jelas hanya merupakan salah satu bentuk partisipasi saja, juga di 
dalammasyarakat dimana pemungutan suara merupakan hal yang sering terjadi dan bermakna. 
Oleh sebab itu kita tidak bisa mengambil kesimpulan karena satu golongan kurang 
berpartisipasi dalam pemungutan suara dibandingkan dengan golongan lain, lalu partisipasi 
politiknya dalam bentuk-bentuk lain juga sedikit. Dengan pendapat diatas akan keliru jikalau 
kita berandai bahwa oleh karena partisipasi dalam pemungutan suara meningkat dalam 
masyarakat, lalu bentuk-bentuk partisipasi politik yang lain meningkat. Oleh karena itu dalam 
partisipasi politik dinegara berkembangan harus dilihat dari kelima jenis-jenis perilaku yang 
dibedakan diatas, mengapa harus melihat kelima jenis perilaku tersebut karena sesuai dengan 
apanya menjadi yang dibutuhkan untuk terwujudnya partisipasi politik. 
Dalam memahami sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi berbagai pola partisipasi 
politik, kita tidak dapat menganggap partisipasi sebagai sebagai suatu variabel yang homogeny 
dan sederhana, karena partisipasi politik merupakan satu konsep induk ( Umbrella consept), 
satu label bagi satu perangkat variabel, tiap variabel sesuai intinya, akan tetapi masing-masing 






Huntington dan Nelson (1994:21) berpendapat bahwasanya dalam masyarakat yang 
berlainan, partisipasi dapat berakar dalam landasan-landasan golongan yang berlainan. 
Terkecuali dalam hal mencari koneksi, kebanyakan perilaku politik melibatkan sesuatu 
kolektifitas. Oleh karena itu untuk dapat menganalisa dari segi tipe-tipe organisasi atau 
kelompok kolektif yang berlainan yang untuk menyelenggarakan partisipasi dan yang biasanya 
merupakan landasan yang lazim adalah: 
1. Kelas : perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan pekerjaan yang serupa. 
2. Kelompok/komunal: perorangan-perorangandari ras, agama, bahasa, atau etnititas yang 
sama 
3. Lingkungan (neighborhood) : perorangan-perorangan yang secara geogerafis bertempat 
tinggal berdekatan satu sama lain. 
4. Partai : perorangan-perorangan yang mengindetifikasikan diri dengan organisasi formal 
yang sama berusaha untuk meraih atau mempertahankan control atas bidang-bidang 
eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan. 
5. Golongan : perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus 
menerus atau intens satu sama lain, dan salah satunya manisfestasi adalah 
pengelompokan patron-klien, artinya satu golongan yang melibatkan pertukaran 
manfaat-manfaat secara timbal balik diantara perorangan-perorangan yang mempunyai 
sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat. 
 
Menurut Budiarjo (2015:367) partisipasi politik sebagai suatu kegiatan seorang atau 
kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan 
untuk memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan 
pemerintahan atau publik politik. Setiap kegiatan individu atau kelompok diawali dari proses 
pemilihan hingga pembentukan kebijakan hasil dari pengaruh dari masyarakat yang diberikan 
terhadap pemerintah. Kegiatan tersebut dapat menentukan dan mengambarkan perilaku politik 
individu maupun kelompok. Kegiatan politik yang dimaksud adalah memberikan suara dalam 
pemilihan umum, menjadi anggota suatu partai, mengadakan hubungan (contacting) dengan 
pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Oleh karena itu partisipasi politik 
merupakan keinginan dari diri sendiri untuk ikut serta dalam politik baik sebagai kewajiban 




Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014), yang akan mengkaji 
bagaimana perilaku politik masyarakat Desa Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli 
Sulawesi Tengah. Perilaku politik masyarakat akan dikaji dengan menggunakan pendekatan 
yang dikemukakan oleh Nurjaman (2018) tentang pendekatan utama untuk melihat perilaku 
politik, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasionalitas. 
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang 
diperoleh di analisis dengan tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian 




A. Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa 
Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli 
 Sistem demokrasi memberikan kesempatan dan kepercayaan pada masyarakat untuk 
menentukan pilihannya pada orang yang mampu memimpin. Pemilihan kepala desa merupakan 
rekruitmen politik sehingga rakyat dapat melakukan penyeleksian terhadap tokoh-tokoh yang 
mencalonkan diri sebagai kepala desa. Sehingga salah satu kunci dalam pelaksanaan pemilihan 





desa, salah satu bentuk demokrasi adalah masyarakat memiliki hak politik salah satunya 
memiliki hak pilih untuk memilih pemimpin .  
Dalam pemilihan umum kepala desa terdapat hal menarik yang didapat khususnya 
terkait dengan perilaku pemilih di Desa Sandana dalam menentukan pilihan untuk memilih 
pemimpin. Ini yang membuat calon kepala desa tertarik untuk menarik pendukung dan simpati 
pemilih yang ada di Desa Sandana sehingga kandidat calon kepala desa lebih berlomba-lomba 
untuk menunjukan kemampuan yang terbaik dalam pelaksanaan kampanye , berbagai program 
kerja, Visi Misi serta strategi sehingga mendapat simpati dan dukungan dari pemilih.  
 Perilaku pemilih melihat pada keikutsertaan masyarakat pemilih dalam mengsukseskan 
pemilihan kepala desa dengan menggunakan hak pilih dari menentukan pilihan sampai pada 
pemilih calon kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa sandana, perilaku pemilih dalam 
mempertimbangkan dan menentukan pilihanya Sehubungan dengan upaya terlaksana 
pemilihan kepala desa tersebut, penulis menguraikan proses dan pendekatan dalam melihat 
perilaku politik masyarakat berdasarkan teori Perilaku Politik menurut Nurjaman (2018:23) 
tiga pendekatan dalam melihat perilaku politik masyarakat, yaitu: Pendekatan Sosiologis, 
Pendekatan Psikologis, dan Pendekatan Rasional. Dalam Nurjaman, di tambahkan pentingnya 
melakukan tiga pendekatan tersebut, sebagai evaluasi dan bagaimana kita dapat melihat 
bagaimana perilaku politik masyarakat itu sendiri apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan 
oleh pemerintahan, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut.  
1. Pendekatan Sosiologis 
 Pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia). Pendekatan ini biasa juga disebut sebagai 
pendekatan sosial struktural untuk menerangkan perilaku pemilu secara logis dan awalnya 
dikembangkan oleh mazhab Columbia dan selalu dikaitkan dengan Paul F. lazarsfeld, yaitu The 
Columbia School of Electoral Behavior. Lazarsfeld (Roth, 2008: 23-24) menjelaskan bahwa setiap 
seorang pemilih hidup dan memiliki karakterisktik sosial tertentu seperti: status ekonomi, 
agama, tempat tinggal, pekerjaannya, usianya, akan mendefinisikan bahwa lingkaran sosial yang 
akan mempengaruhi perilaku dan keputusan memilih seseorang karena setiap individu memiliki 
lingkaran sosial yang mempunyai norma tersendiri, aturan-aturan yang mengatur hidup 
komunitas mereka. Maka, kontrol atas perilaku individu dengan cara memberikan tekanan maka 
individu akan menyesuaikan diri tanpa harus bersitegang dengan lingkaran sosialnya.  
Pada pendekatan ini dasarnya bahwa suatu karakteristik sosial dan pengelompokan-
pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku 
pemilih. Contonnya pengelompokan sosial ini berdasarkan usia (muda atau tua), jenis kelamin 
(perempuan atau laki-laki), agama dan contoh lainnya, yang mempunyai peranan yang dapat 
menentukan pembentukan perilaku politik pemilih. Dan untuk itu, pemahaman terhadap 
pengelompokan sosial baik itu secara formal seperti seseorang yang termasuk dalam 
keanggotaan didalam organisasi publik (seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, 
kelompok-kelompok okupasi dan yang lainnya, adapun kelompok informal yang ada seperti 
kelompok-kelompok kecil (keluarga, pertemanan, kelompok belajar dan lainnya). Hal tersebut 
merupakan sesuatu yang penting guna memahami perilaku politik dimasyarakat, mengapa hal 
tersebut sangat penting dikarena kelompok-kelompok tadi formal maupun informal, 
mempunyai peranan dan bagian yang besar dalam bentuk persepsi, sikap, dan orientasi 
seseorang. Jadi dapat dilihat dan simpulkan bahwa keanggotaan seseorang dalam organisasi 
formal maupun informal tertentu dapat memepengaruhi seseorang dalam dia menentukan 
pilihannya pada saat pemilihan contohnya pemilihan kepala desa.  
Menurut pendapat informan Bapak Mirjo memberi informasi bahwa prilaku politik 
masyarakat pada Pemilihan kepala desa di desa Sandana ikatan kekeluargaan masih melihat 
dengan kuat, serta persaudaraan yang erat menjadi daya tarik tersendiri dari menarik dukungan 
masyarakat pemilih dalam mempertimbangkan dan menentukan pilihan kepada calon kepala 
desa. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa prilaku politik masyarakat dalam menetukan 





lebih kepada faktor kekeluargaan. pola perilaku pemilih memperlihatkan adanya keterkaitan 
yang erat antara pemilih dengan aspek aspek sosial struktural yang lebih dominan yang 
mencakup status sosio-ekonomi, agama, etnik, serta wilayah tempat tinggal. Meskipun secara 
metodologi pendekatan sosiologis dianggap sulit diukur, seperti sebagaimana mengukur secara 
tepat sejumlah indicator kelas social, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. 
 Gerald Pomper memperinci pengaruh pengelompokan sosial tersebut dalam kajian voting 
behavior ke dalam dua variabel, yaitu variabel predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga 
pemilih. Menurutnya, kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
perilaku pemilih. Perilaku-perilaku politik keluarga, apakah perilaku politik ayah atau ibu, 
berpengaruh terhadap perilaku politik anak anaknya. Perilaku sosial-ekonomi, bisa berupa kelas 
sosial, agama, tempat tinggal, karakteristik demografis dan sejenisnya juga berpengaruh terhadap 
pilihan politik seseorang. Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik 
sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 
menentukan pengaruh memilih seseorang dalam pemilu. 
 Karakteristik sosial yang dimaksudkan adalah seperti, pekerjaan, pendidikan, agama, 
umur, jenis kelamin, wilayah dan lainnya. Ini dianggap mempunyai peranan yang cukup 
signifikan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keangotaan 
seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi profesi, ataupun kelompok-
kelompok okupasi dan sebagainya. Maupun pengelompokan informal seperti keluarga, 
pertemanan, maupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan suatu yang sangat vital 
dalam memahami perilaku politik seseorang karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai 
peranan dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Karakteristik dan 
pengelompokan sosial yang disebutkan sebelumnya seperti tingkat ketaatan beragama misalnya 
juga berhubungan erat dengan perilaku para pemilih yang berlatar belakang lingkungan 
kekeluargaan misalnya, pemilih cenderung memilih kandidiat keluarga dibandingkan kandidat 
yang bukan keluarga. 
 Seperti yang dikemukakan dalam Efriza bahwa tipe pemilih primordial merupakan 
pemilih yang menjatuhkan pilihan politiknya lebih dikarenakan pada alasan promordialisme 
sepaerti alasan agama, suku, ataupun keturunan. Pemilih yang termasuk dalam tipe ini biasanya 
sangat mengagungkan simbol-simbol yang mereka anggap luhur, seperti agama, suku, dan 
kedaerahan dan karena itu mereka tidak terlalu kritis dengan pilihan mereka. Seperti juga 
pendapat dari Kurt Lewin dan Mar'at karakteristik individu meliputi motivasi, nilai sifat 
kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berkomunikasi 
pula dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi perilaku adalah karena adanya kondisi yang datang dari luar dan lingkungan, 
sehingga dalam hal ini perilaku pemilih dari informan tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan 
sekitar. 
 Pendekatan sosiologis merupakan salah satu faktor yang masih berpengaruh dalam 
menentukan dan memiliki pertimbangan tersendiri bagi masyarakat pemilih dalam menentukan 
pilihanya. Namun, di desa sandana, masyarakat yang tergolong pendekatan sosiologis ini masih 
kurang karena lebih melihat pada figure dari kandidat. Adanya ikatan kekeluargaan atau karena 
adanya faktor lingkungan keluarga memiliki Pengaruh bagi perilaku pemilih dalam menentukan 
pilihan pada pemilihan kepala desa. 
Hal diatas terjadi dikarenakan seringnya keterlibatan individu tersebut dalam kelompok 
yang di dalamnya mereka berinteraksi satu sama lain yang menghasilkan timbulnya pemikiran-
pemikiran yang sama untuk mendukung salah satu dari calon. Oleh karena itu, pendekatan 
sosiologis merupakan salah satu langkah yang di lakukan dalam melihat perilaku politik 
masyarakat. 
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa prilaku politik masyarakat di desa 
sandana berdasarkan pendekatan sosioligis mendasari faktor lingkungan kekeluargaan yang 
mempengaruhi prilaku masyarakat terhadap pemilihan kepala desa di desa sandana, karena itu 





di pilih bukan hanya berdasarkan faktor-faktor lingkungan kekeluargaan, melainkan 
berdasarkan hak masyarakat secara pribadi untuk memilih kandidat yang dia pilih.  
 
2. Pendekatan Psikologis 
 Pendekatan Psikologis atau Mahzab Michigan yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian 
dan Survey Universitas Michigan (University of Michigan‘s Survey Research Centre). Dieter Roth 
menjelaskan bahwa kelompok ini melihat perilaku pemili dengan mengkaji dari masing — 
masing individu itu sendiri sebagai pusat perhatian mereka. Menurut kelompok Michigan 
persepsi maupun penilaian pribadi dari kandidat serta tema tema yang diusung berpengaruh 
terhadap pemilihan seseorang di pemilu. Dijelaskan juga bahwa sikap seseorang (sebagai 
refleksi kepribadian seseorang) merupakan variabel yang cukup menentukan dalam 
mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu pendekatan psikologis menekankan 
pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai 
politik, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. Psikologis merupakan ilmu 
sifat, dimana fungsi-fungsi dan fenomena pikiran manusia dipelajari. Juga setiap tingkah laku 
dan perilaku juga aktifitas masyarakat dipengaruhi oleh akal individu itu sendiri. Pendekatan 
psikologis ini muncul karena reaksi dari ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sosiologis. 
Secara metodologis, pendekatan ini dianggap sulit untuk diukur, seperti pada pendekatan 
sosiologis yang secara tepat mengukur jumlah dari indikator kelas sosial, agama, tingkat 
pendidikan. Dalam pendekatan psikologis ini menggunakan dan mengembangkan konsep 
psikologis terutama sikap dan juga sosialisasi agar dapat memperjelas perilaku pemilih tersebut. 
Pada pendekatan psikologis ini para pemilih dapat menentukan pilihannya dikarenakan 
pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang didalam dirinya bahwa sebagai produk diri 
proses sosialisasi, artinya sikap perilaku seseorang adalah refleksi dari kepribadian dan 
merupakan variable yang dapat menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya.        
 Wawancara dengan informan bapak Samsul mengatakan bahwa prilaku politik 
masyarakat berdasarkan pendekatan psikologis, dalam menentukan pilihan dipengaruhi oleh 
pertimbangan dengan melihat figur dari kandidat atau calon kepala desa karena masyarakat 
sudah mengenal calon yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa dimana figur 
tersebut memperhatikan keadaan masyarakat.” 
 Hasil penelitian menujukan bahwa  Para pemilih menentukan pilihannya karena 
pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses 
sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan 
variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Melalui proses sosialisasi 
individu dalam mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi politiknya di 
dalam pemilihan umum. 
     Sosialisasi politik yang diterima seseorang pada masa kecil (baik lingkungan keluarga 
maupun pertemanan dan sekolah) misalnya, sangat mempengarhui pilihan politik mereka 
khusunya pada saat pertama kali menentukan pilihan politik, sosialisasi bertujuan 
meningkatkan kualitas pemilih. Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang, 
sebagai refleksi dari kepribadian seseorang, yang merupakan variabel yang cukup menentukan 
dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Karena itu, pendekatan psikologis 
menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu 
partai politik, oerientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat/ calon. 
 Pendekatan Psikologi menjelaskan perilaku pemilih ditentukan oleh kekuatan psikologis 
yang berkembang dalam diri pemilih sebagai produk dari proses sosialisasi. Proses sosialisasi 
ini, akan membentuk sikap individu dan mempengaruhi perilaku pemilih. Pendekatan psikologi 
dapat mempengaruhi perilaku pemilih seseorang karenan fungsi dari sikap itu sendiri. Menurut 
Fred I. Greenstein (1969:184) mempunyai tiga fungsi antara lain: Pertama, sikap merupakan 
fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap objek di berikan berdasarkan motivasi, minat 
dan kepentingan orang tersebut. Kedua, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri, artinya 





dengan tokoh yang diseganinya atau kelompok tertentu. Ketiga, sikap merupakan fungsi 
eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap seseorang itu merupakan upaya untuk 
mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan, 
eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi. Menurut Afan Gaffar 
(1992:52) dalam Mazhab Michigan, pendukung Mazhab ini menentukan pilihannya karena 
pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sendiri melalui proses sosialisasi 
politik. Demikian konsep sosialisasi politik merupakan konsep dalam memahami pendekatan 
ini. Dalam studi perilaku pemilih orientasi dapat dibedakan menjadi dua, orientasi isu dan 
orientasi terhadap calon.  
Tiga aspek psikologis antara manusia dengan aspek-aspek dalam pemilihan umum 
antara lain: 
1) Identifikasi Kepartaian 
 Tidak hadir dengan sendirinya dalam diri individu, Butler dan Stokes (1974), 
perkembangan individu pada masa remaja cenderung mengikuti preferensi politik orang tua 
mereka. Jika orang tua mereka mengidentikkan diri mereka pada suatu partai tertentu, maka 
anak-anak mereka (cenderung) juga mengidentikkan diri mereka dengan partai tersebut. Dari 
suatu segi, identifikasi kepartaian ini hanya upaya individu mendekatkan dirinya kepada satu 
partai tertentu secara psokologis dalam waktu yang lain saat pemilu atau pilkada. 
 
2) Orientasi Isu 
 Dalam perkembangannya, orientasi terhadap isu ini sering juga dikaitkan bagaiman 
membangun kesan politik citra politik, agar pemilih cendrung kepada partai dan calonkepala 
daerah tertentu. Antara membangun kesan terhadap partai politik melalui pemilihan isu yang 
dikenalkan kepada masyarakat memerlukan ekstra dari kader partai. 
 
3) Orientasi Kandidat 
 Factor dari pendekatan ini yang tidak kalah penting adalah variable orientasi kandidat. 
Pengetahuan individu voters terhadap keberadaan kandidat, akan berdampak pada posisi 
kandidat tersebut dalam pemilu. Biasanya pemilih lebih cendrung memberikan evaluasi 
terhadap kandidat berdasarkan popularitas dalam suatu daerah pemerintah, reputasi yang 
dimiliki kandidat dan kemampuan yang bersangkutan.      
 
 Melihat dari hal ini maka dalam menarik pendukung yaitu pemilih maka kandidat 
memiliki cara untuk menarik dukungan dari masyarakat dalam menunjukan kemampuan 
dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memperkenalkan latar belakang 
Dalam pemilihan kepala desa yang menjadi pertimbangan dari pemilih di desa sandana dalam 
menentukan pilihan adalah paling dominan karena ketertarikan terhadap figure dan kandidat 
calon yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa 
terdapat petahana yang pernah memimpin desa sandana Pada periode sebelumnya.  
           Persepsi dalam penilaian pribadi terhadap kandidat atau teman-teman yang diangkat 
sangat berpengaruh terhadap pilihan pemilu yang dijatuhkan. Menurut pendekatan ini, salah 
satu kekuatan politik adalah produk dari sikap dan disposisi seorang pemilih. Dalam pendekatan 
psikologis yang lebih melihat figure sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan dengan 
kajian perilaku pemilih memusatkan perhatiannya beberapa hal, salah satunya adalah persepsi 
dan penilaian pribadi terhadap kandidat. 
 calon yang mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa merupakan kandidat yang 
pernah memimpin pada periode sebelumnya. Adanya kekuasaan yang pernah dimiliki oleh 
kandidat menjadi suatu modal dalam mencalonkan diri dan mendapatkan dukungan dari 
masyarakat. Oleh karena itu masyarakat telah mengenal kandidat dalam pilkades. Ini 
merupakan nilai tambah bagi calon untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat karena 






  Pelaksanaan pemilihan kepala desa pendekatan psjkologis yang melihat figure Dari 
calon merupakan hal yang dominan dan sangat mempengaruhi perilaku pemilih dalam 
menentukan pilihan Dengan melihat pengenalan, kedekatan dan latar belakang yang telah 
dilakukan oleh pasangan calon yang ada. 
 Seperti dikemukakan oleh arifin,  Marketing Politik Lokal (2017:68) kepribadian calon 
mencakup pentingnya kepribadian calon dalam membantu memperkuat dan memproduksi 
image dalam pemikiran pemilih. Selain itu, menurut Boni (2017:51) menyatakan bahwa figur 
dalam sebuah politik sangat potensial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 
secara signifikan. 
 Dengan demikian maka kesimpulan yang dapat diambil dalam pemilihan kepala desa 
sandana adalah bahwa masyarakat pemilih dalam menentukan pilihan, lebih melihat figure dan 
ketokohan atau kandidat dari calon kepala desa  tersebut, sehingga dari perilaku pemilih inilah 
yang membuat perubahan kemenangan pada pilkades. 
 
3. Pendekatan Rasional 
          Jika dilihat dari dua pendekatan terdahulu maka cenderung menempatkan pemilih pada 
waktu dan ruang kosong baik secara implisit maupun eksplisit. Mereka beranggapan bahwa 
perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat menjelang atau ketika ada di bilik suara, 
tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye dimulai. 
 Pendekatan ini melihat bahwa kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan 
rugi yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah tidak hanya "ongkos" memilih akan tetapi 
kemungkinan suaranya itu dapat memberikan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan dan 
juga sebagai alternativ berupa pilihan yang ada. Dalam Pendekatan rasional yang menentukan 
dalam sebuah pemilihan umum bukanlah adanya ketergantungan terhadap ikatan sosial 
struktural  melainkan hasil penilaian  rasional dari warga yang cakap. 
 Perilaku pemilih dapat mengevaluasi apa yang dilakukan sebelumya oleh para kandidat 
Jadi dalam pemilihan kepala desa adalah petahana yang memiliki jabatan dan pernah memimpin 
desa sandana pada periode sebelumnya. Visi dan Misi serta kinerja yang baik menjadi 
pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihan pada kandidat selama atau pernah 
memimpin. 
 Wawancara dengan informan bapak zainuddin, bahwa prilaku politik masyrakat dalam 
pemilihan kepala desa sandana ada beberapa dari masyarakat desa sandana  yang menetukan 
pilihannya dengan melihat progam kerja dan visi misi. 
 Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Visi dan misi serta kinerja yang baik menjadi 
pertimbangan bagi  pemilih untuk menentukan pilihan pada kandidat selama memimpin. Pada 
masa kepemimpinan sebelumnya ada program kerja yang telah dilakukan seperti pembuatan 
jalan dan di bidang kesehatan, calon kepala desa berlomba-lomba untuk memberikan yang 
terbaik untuk mendapatkan dukungan dari rakyat atau pemilih dengan memperkenalkan Visi 
dan misi serta program kerja.   
 Bagi pemilih pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan 
apakah ikut memilih atau tidak memilih. Dalam menentukan pilihan politik, masyarakat akan 
melihat dari berbagai sudut pandang. Segala yang dilakukan atau dimiliki oleh para calon akan 
menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih atau tidak memilih. Salah satu 
tindakan yang dapat membuat pemilih (Masyarakat) adalah melalui proses sosialisasi politik 
yang dilakukan oleh calon itu sendiri sebagai upaya untuk memperkenalkan diri dan program 
kerja pada masyarakat. Pada pendekatan ini isu-isu politik menjadi pertimbangan penting para 
pemilih untuk memilih dan menentukan pilihannya berdasarkan penilaian terhadap isu-isu 
politik dan kandidat yang diajukan, artinya pemilih/masyarakat menentukan pilihannya 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Dalam studi perilaku pemilih, Menurut 
Ramlan Surbakti dalam Asfar (1992:52) pemilih rasional yang diadaptasi dari ilmu ekonomi ini 
biasanya menggunakan perhitungan untung rugi dalam menentukan pilihan politiknya, perilaku 





menguntungkan atau yang mendatangkan kerugian yang paling sedikit, tetapi juga dalam arti 
pemilih alternative yang menimbulkan resiko yang paling kecil. 
Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi kepada masyarakat terkait pendidikan politik 
dan pentingnya partisipasi politik yang merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai 
tujuan dari politik itu sendiri yang tetap memegang teguh nilai nilai pancasila didalam nya. 
Selain itu juga, dilakukan sosialisasi untuk menghindari politik uang dan politik praktis, karena 
masih ada juga masyarakat dan oknum calon kepala desa yang mempraktekan politik uang dan 
hal lainnya yang melanggar norma aturan yang ada sehingga menciderai nilai nilai demokrasi 
yang ada, hingga kini hanya satu  kasus dugaan adanya kecurangan dalam pelaksanaan 
pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, perlu ada kerja sama yang baik antara pemerintah 
dengan masyarkat khusunya masyarakat desa bahkan seluruh lapisan masyarakat yang ada. 
 Kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan sebagai proses pembelajaran dalam rangka 
meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengerti bagaimana 
pendidikan dan partisipasi yang seharusnya, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa guna 
mencapai tujuan dari politik dan menciptakan suasana politik juga menghadirkan pemimpin 
yang berkualitas. 
 Pentingnya tingkat pendidikan dalam kehidupan berpolitik dikarenakan pendidikan 
berpengaruh langsung terhadapat pribadi dan kemampuan seseorang dalam kehidupan. Sebah 
melalui pendidikan seseorang akan diarahkan dan diberikan informasi yang sangat berarti 
dalam hidup sehingga mereka akan memiliki kemapuan dalam melihat calon kepala desa yang 
memang benar-benar berkulitas bukan hanya sekedar omong kosong saat melakukan 
kampanye. 
 Pendekatan rasionalitas ini menjadi indikator adanya pendidikan politik yang baik dan 
terarah. Masyarakat yang sudah dapat mengerti dan memahami apa sebenarnya tujuan dari 
pemilihan itu sendiri, demokrasi yang ada mulai dibibit dari tingkat terbawah yaitu pemilihan 
kepala desa yang ada saling terkaitan dengan proses demokrasi kearah yang lebih tinggi atau 
jenjang yang lebih tinggi seperti pemilihan kepala desa.  
 Kesimpulan yang dapat di ambil dari pendekatan rasional bahwa para pemilih benar- 
benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap visi, misi dan program 
kerja  dan kandidat. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan informasi 
yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena factor kebetulan atau kebiasaan, dan tidak 
semata- mata untuk kepetingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan umum, menurut 
pikiran dan pertimbangannya yang logis. 
 Menurut  Surbakti perasaan emosional merupakan dimensi emosional yang terpancar 
dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditunjukan oleh kebijakan politik yang di tawarkan. 
Jadi kebijakan program kerja serta Visi dan misi dari kandidat menjadi daya tarik tersendiri bagi 
pemilih rasional untuk menentukan pilihanya di pemilihan umum. 
 
B. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala 
Desa di Desa Sandana 
1. Identifikasi Figur 
 Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan perorangan, oleh karena itu Harapan 
dari pemilihan kepala desa adalah terpilihnya figur yang berkualitas Sehingga mampu 
membawa perubahan kearah yang lebih baik tentu dengan melihat sosok calon pemimpin 
yang berwibawa dan berkepribadian baik namun, berdasarkan hasil penelitian ditemukan 
bahwa pemilih di Desa Sandana lebih melihat calon karena ikatan emosional terhadap figur 
sebagai Hasil sosialisasi dan pencitraan diri oleh calon. 
 
2. Isu Kampanye 
 Kampanye dilaksanakan sebelum hari H pemungutan suara. Dalam pelaksanaan 
kampanye para calon kepala desa harus mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh 





calon kepala desa melalui pesan-pesan politik yang bertujuan untuk mengubah persepsi, 
sikap, dan perilaku warga desa sandana. Perubahan yang dimaksud tentu di upayakan dari 
tidak memilih yang menjadi memilihnya. Pada kesempatan kampanye para calon kepala desa 
menyampaikan visi misi nya yang diarahkan menyentuh kepentingan warga sandana. Warga 
menaruh harapan besar terhadap visi misi para calon kepala desa tentu akan menjadi 
pertimbangan utama bagi Warga sandana sebagai pemilih. Isu kampanye atau program kerja 
calon kepala desa pada dasarnya bukanlah suatu yang terpisah dari masyarakat. Artinya 
untuk memahami Program calon tidak cukup hanya mengamati persoalan-persoalan politik 
yang sedang berkembang, melainkan harus dilihat bagaimana pandangan masyarakat 
terhadap program yang ditawarkan.  
 
3. Juru Kampanye 
 Juru kampanye dalam Pilkades bukan hanya sekedar tim kampanye yang ditunjuk 
secara resmi. Melainkan juga siapa saja yang aktif dalam menyampaikan program-program 
calon kepala desa. Warga desa sandana dalam menentukan pilihannya terhadap calon kepala 
desa tidak dipengaruhi oleh juru kampanye tetapi karena mereka mengenal figur calon 
kepala desa Secara langsung. 
 
4. Hibah Politik 
 Hibah politik adalah pemberian yang tampak secara sukarela, namun di balik 
pemberian itu memiliki konsekuensi berupa reward dalam bentuk pemberian dukungan 
(suara). Hibah politik sering dikenal dengan istilah Money politics. Isu-isu tentang money 
politics ditingkat elite ternyata tidak hilang dari pesta politik baik ditingkat pusat mau pun 
tingkat daerah. Bentuk Money politics pun bervariasi mulai dari bentuk fasilitas umum 
sampai Pemberian yang terang-terangan seperti baju kaos dan lain sebagainya dan Yang lebih 
menarik lagi adalah adanya pemberian uang tunai dalam bentuk uang konsumsi, uang ojek, 
uang pengganti kerja sampai pada uang dukungan. Praktik politik uang juga terjadi pada 
Pilkades. 
 
5. Kelompok Penekan 
 Tekanan-tekanan sruktural atau paksaan dari pihak kelompok Penekan juga 
menempati urutan dalam menentukan pilihan pemilih. Tekanan yang dimaksud baik berupa 
tekanan secara secara halus (mobilisasi) maupun dalam bentuk paksaan. Dalam bentuk 
mobilisasi, pilihan pemilih yang didasarkan pada pengarahan yang diberikan oleh seorang 
tokoh dilingkungan terdekatnya, baik lingkungan tetangga, organisasi, pekerjaan atau pun 
dari kelompok-kelompok lainnya yang tidak mungkin dapat ditolak. 
 
6. Faktor Ekonomi  
 Setiap individu dalam masyarakat memiliki tujuan yang hendak dicapai. Faktor 
ekonomi menjadi salah satunya dimana keinginan untuk merubah nasib dan perekonomi nya 
menjadi lebih baik dan tidak hanya begitu begitu saja, ditambah lagi beban dalam keluarga 
seperti seorang bapak yang memiliki tanggungan yang besar terhadap keluarga. Faktor 
ekonomi inilah yang sering dijadikan acuan dan dasar untuk menjatuhkan pilihan, yang 
menjadi penghambatnya adalah ketika perilaku politik masyarakat yang cenderung hanya 
mau memiliki ketika pemilihan tersebut lebih menguntungkan secara ekonomi daripada 
pekerjaan yang dia tinggalkan. 
KESIMPULAN  
Perilaku politik masyarakat Desa Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Sulawesi 
Tengah pada pemilihan kepala desa cukup bervariasi. Dimana dilihat dari ketiga pendekatan 





pendekatan ternyata dipakai sebagai dasar untuk menentukan pilihannya, baik itu pendekatan 
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Sumber Lainnya 
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.. 
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  65 Tahun 2017 Tentang  
 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Kepala Desa. 
 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemilihan, 
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. 
 
 
 
 
 
 
